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Abstrak. Bentuk kota sangat berperan dalam strategi keberlanjutan karena secara langsung akan berpengaruh dalam isu energi, vitalitas 
perkotaan, dan keberlanjutan lingkungan. Kota Semarang merupakan salah satu dari lima kota metropolitan di Indonesia yang dalam RTRW 
Kota Semarang 2011-2031 menerapkan konsep mixed-use. Namun demikian masih banyak penerapan konsep ini yang berfokus pada superblock 
yang berorientasi ekonomi tanpa mengindahkan keberlanjutan lingkungan, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah mengukur derajat 
mixed-use di Kota Semarang serta menilai kinerja keberlanjutannya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah mixed-use measurement 
yang menitiberatkan pada kedekatan dan interaksi penggunaan lahan utama dan penilaian kinerja berkelanjutan menggunakan alat Leadership 
in Energy and Environmental Design (LEED-ND). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki derajat mixed-use 
mayoritas pada tingkat sedang dan tinggi sementara derajat mixed-use paling tinggi di Kecamatan Semarang Barat. Pada penilaian LEED-ND 
di Kecamatan Semarang Barat ditemukan bahwa nilai keberlanjutan yang cukup rendah pada aspek Smart Location Linkage, dimana memiliki 
tujuan untuk mengurangi perjalanan dan jarak tempuh kendaraan sehingga berkaitan dengan penyediaan infrastruktur transportasi. Selanjutnya, 
pada aspek Neighbourhood Pattern Design juga memiliki nilai keberlanjutan yang cukup rendah khususnya pada variabel Walkable Street dan 
Compact Development, dimana memiliki tujuan efisiensi pergerakan dan kelayakan huni sehingga berkaitan dengan penyediaan hunian yang 
kompak dan jalur pedestrian. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan untuk mencapai standar pra-
persyaratan penilaian LEED berdasarkan aspek tersebut.

Kata kunci: keberlanjutan; mixed-use; LEED-ND

Abstract. The shape of the city plays a role in sustainability strategies because it will directly affect the issues of energy, urban vitality, and 
environmental sustainability. Semarang City is one of the five metropolitan cities in Indonesia which in the Semarang City RTRW 2011-2031 
applies the concept of mixed-use. However, there are still many applications of this concept that focus on economic-oriented superblocks without 
regard to environmental sustainability, therefore the purpose of this study is to measure the degree of mixed-use in Semarang City and assess 
its sustainability performance. The methods used in this study are mixed-use measurement which focuses on proximity and interaction of key 
land uses and sustainable performance assessment using the Leadership in Energy and Environmental Design (LEED-ND) tool. The results of 
this study show that Semarang City has the majority of mixed-use degrees at medium and high levels while the highest mixed-use degrees are 
in West Semarang District. In the LEED-ND assessment in West Semarang District, it was found that the sustainability value is quite low in the 
aspect of Smart Location Linkage, which has the aim of reducing vehicle trips and mileage so that it is related to the provision of transportation 
infrastructure. Furthermore, the Neighbourhood Pattern Design aspect also has a fairly low sustainability value, especially in the variables of 
Walkable Street and Compact Development, which have the aim of movement efficiency and habitability so that it is related to the provision of 
compact housing and pedestrian paths. Therefore, special attention is needed in development planning to achieve the LEED assessment pre-
requirement standards based on these aspects.
.
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Abstrak. Tingginya mobilitas penduduk dari kawasan pinggiran ke pusat kota menimbukan beberapa dampak negatif yakni kepadatan 
penduduk, kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan lain-lain Upaya penanggulangan mobilitas dapat dilakukan dengan perencanaan dan 
pembangunan kawasan pinggiran. Sebagai langkah awal perencanaan, pemetaan tingkat dan pola mobilitas penduduk perlu dilakukan agar 
penanganan yang diberikan menjadi tepat sasaran . Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik 
pengumpulan data observasi dan wawancara.. Analisis spasial untuk memetakan data dilakukan dengan bantuan analisis SIG menggunakan 
teknik overlay.  Hasil penelitian pada 7 titik pengamatan pada periodik waktu 06.00 – 18.00 menunjukan bahwa arus masuk ke Kota Bandung 
jauh lebih 13% besar dibanding arus keluar terutama pada hari kerja dengan total 35.896 kendaraan. Hal tersebut menunjukan bahwa ada 
ketergantungan wilayah pinggiran terhadap kota Bandung terutama yang berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. 
Dengan demikian pola penanggulangan mobilitas ialah membangun sarana dan prasarana sosial, ekonomi, dan pendidikan serta kesehatan 
pada wilayah pinggiran.  
  
Kata kunci: mobilitas penduduk; kendaraan; kawasan pinggiran; pemetaan; sig  
 
Abstract. The high mobility of the population from the suburbs to the city center causes several negative impacts, namely population density, 
traffic congestion, air pollution, etc. Efforts to overcome mobility can be carried out by planning and developing suburban areas. As a first 
step in planning, mapping the level and pattern of population mobility needs to be done so that the treatment provided is right on target. This 
research uses a quantitative descriptive approach with observation and interview data collection techniques. Spatial analysis to map the data 
is carried out with the help of GIS analysis using overlay techniques. The results of the study at 7 observation points at a periodic time of 06.00 
- 18.00 showed that the inflow to the city of Bandung was 13% larger than the outflow, especially on weekdays with a total of 35,896 
vehicles. This shows that there is a dependence of suburban areas on the city of Bandung, especially those related to work, education, and so 
on. Thus, the pattern of overcoming mobility is to build social, economic, educational and health facilities and infrastructure in the periphery. 

Keywords: mapping; mobility; suburb 

PENDAHULUAN 
Mobilitas penduduk yang relative tinggi menjadi salah 

satu penyebab tingginya jumlah penduduk di Kota Bandung 
selain dari faktor pertumbuhan alami (Widiawaty dkk., 
2019). Mobilitas tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor diantaranya adalah perubahan iklim, lingkungan yang 
kurang mendukung, konflik dan kelangkaan pangan, 
ketimpangan sosial ekonomi serta globalisasi (Barbosa dkk., 
2018). Di Kota Bandung sendiri banyaknya penduduk 
komuter yang bekerja di wilayah Kota Bandung menjadi 
salah satu penyebab tingginya mobilitas (Somantri, 2013). 
Selain bekerja, aktivitas lain yang dilakukan penduduk ialah 
akses pendidikan, rekreasi, belanja, pelayanan umum dan 
akses layanan kesehatan di pusat Kota Bandung (Anisa, 
2012). Mobilitas penduduk akan semakin meningkat seiring 
berkembangnya suatu wilayah perkotaan dan interaksinya 
dengan wilayah pinggiran. Sebagaimana dalam kajian 
mobilitas di pinggiran Kota Yogyakarta, bahwa dengan 
adanya keberadaan pusat perkembangan baru kawasan 
industri Piyungan telah mendorong terjadinya mobilitas 
penduduk (Sadali, 2016). Pada kajian di wilayah periurban 
Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, mobilitas 

penduduk didasari oleh alasan pekerjaan dan pendidikan 
karena pada Kota Tasikmalaya lengkap dengan sarana dan 
prasarana penunjang kehidupan (Singkawijaya, 2017). 
Begitu pula yang terjadi pada pinggiran Kota Denpasar 
mobilitas penduduk dari desa ke kota didasari karena faktor 
perkembangan pariwisata dan menjadi pusat kegiatan 
ekonomi, sehingga banyak penduduk yang memilih bekerja 
pada sektor jasa (Suamba dan Nurdiantoro, 2014). 

Mobilitas penduduk di Kota Bandung cenderung 
dilakukan oleh penduduk dari kawasan pinggiran. Pada 
umumnya kawasan pinggiran kota bukanlah sebuah 
kawasan yang mandiri dengan keterbatasan fasilitas serta 
tingkat kebutuhan penduduknya yang tinggi. Hal ini, 
membuat wilayah pinggiran Kota Bandung memiliki 
ketergantungan yang cukup besar terhadap kawasan 
lainnya, khususnya kawasan pusat kota yang memiliki 
kelengkapan fasilitas yang jauh lebih memadai. Faktor 
ketergantungan ini mendorong terjadinya mobilitas 
penduduk dari kawasan pinggiran ke daerah pusat kota 
dalam rangka menemukan dan memenuhi segala kebutuhan 
hidup (Barbosa dkk., 2018). Tingkat mobilitas penduduk di 
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PENDAHULUAN 
Menurut konsep pembangunan berkelanjutan, 

penggunaan sumber daya alam untuk kegiatan manusia 
pada tingkat saat ini akan membahayakan kemampuan 
generasi mendatang (Visser & Brundtland, 1987). Konsumsi 
energi di wilayah perkotaan merupakan komponen penting 
dalam strategi energi berkelanjutan karena suatu perkotaan 
merupakan konsumen energi utama dan pengguna sumber 
daya di seluruh dunia (Crompton & Wu, 2005). Oleh karena itu, 

bentuk wilayah perkotaan telah dianggap sebagai faktor penting 
yang mempengaruhi konsumsi energi dan menimbulkan 
berbagai masalah lingkungan (Alberti et al., 2007). Salah 
satu bentuk perkotaan yang diakibatkan pertumbuhan 
yang tidak terkendali adalah urban sprawl, suatu kota yang 
terus berkembang dan mengalami pertumbuhan yang pesat 
tanpa adanya pengendalian akan menyebabkan terjadinya 
pemekaran pada pinggiran kota (urban sprawl) (Segnita & 
Handayani, 2017). Dalam pemecahan masalah pengembangan 
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urban sprawl, telah direncanakan konsep kota kompak, kota 
kompak dapat didefinisikan sebagai permukiman perkotaan 
dengan kepadatan tinggi yang mendorong revitalisasi pusat 
kota, mengembangkan tata guna lahan campuran, menahan 
pembangunan di wilayah pedesaan, mendorong fasilitas 
transportasi umum, dan memusatkan pembangunan di sekitar 
stasiun transportasi (Burton, 2000) dengan Pengembangan 
tata guna lahan campuran (mixed-use) merupakan salah satu 
parameter utamanya (Abdullahi et al., 2015). 

Salah satu komponen yang diperlukan untuk 
mencapai keberlanjutan penggunaan lahan adalah dengan 
memaksimalkan efisiensi pengembangan penggunaan lahan 
sehingga berkaitan dengan kemampuan ruang kecil dalam 
menampung orang sebanyak mungkin, dimana melibatkan 
analisis mixed-use development dalam suatu kawasan. 
(O’Driscoll et al., 2023). Menurut (Grant, 2002), mixed use 
development merupakan bagian dari strategi pembangunan 
berkelanjutan sebagai teori bentuk perkotaan yang baik 
dengan tujuan vitalitas ekonomi, keadilan sosial, dan kualitas 
lingkungan. Pembangunan berkelanjutan sangat berterkaitan 
dengan kualitas hidup masyarakat tentang sistem sosial, 
lingkungan hidup, dan kegiatan ekonomi yang mampu untuk 
membangun masyarakat dalam memberikan kehidupan sehat 
dan signifikan bagi seluruh masyarakat saat ini dan masa depan 
(Yusoff, 2020). Pembangunan berkelanjutan sebagai konsep 
kebijakan pembangunan mendefinisikan proses perubahan 
keadaan keseimbangan dinamis antara pembangunan sosial, 
ekonomi dan lingkungan serta tata ruang wilayah (Bedrunka, 
2020). 

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah 
sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia yang 
dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan urban sprawl 
berdasarkan aktivitas kota yang berkembang pesat disertai 
dengan kepadatan 4.441 jiwa/km. Penelitian tentang tipologi 
urban sprawl di Kota Semarang oleh Apriani & Manaf (2015) 
menunjukkan bahwa hampir 50% kelurahan di bagian selatan 
kota teridentifikasi sebagai sprawl. Secara keseluruhan, 
terdapat 18,69% ketidaksesuaian antara penggunaan lahan 
(landuse) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) 
di Semarang, hal ini tentu akan mempengaruhi aspek 
keberlanjutan di Kota Semarang. Mixed-use development yang 
merupakan aspek pembangunan perkotaan berkelanjutan 
pada kasus studi Kota Semarang melalui penelitian sebelumnya 
yang menggunakan teknik indeks entropi dengan 40% 
wilayah memiliki indeks entropi pada kisaran 0,61-0,80 atau 
derajat mixed-use yang tinggi (Segnita & Handayani, 2017). 
Namun demikian, pengembangan mixed-use di Indonesia 
umumnya hanya berfokus pada peningkatan kualitas ekonomi 
akibat dominasi pengembang superblock yang belum tentu 
mempertimbangkan aspek aspek sosial lingkungan, contohnya 
di Kota Semarang seperti pengembangan Simpang Lima City 
Center, Pemuda Central Business District dst, hal ini tentu 
menimbulkan suatu permasalahan prinsip pengembangan 
mixed-use yang harusnya berkelanjutan.

Dalam mengatasi permasalahan mixed-use yang 
menyimpang dari konsep berkelanjutan di Kota Semarang 
ini, perlu dilakukan suatu penilaian tingkat keberlanjutan dari 
pengembangan mixed-use di Kota Semarang, banyak contoh 
lingkungan perkotaan berkelanjutan yang menunjukkan 
manfaat keberlanjutan sedangkan terdapat peningkatan 
permintaan terhadap alat untuk menilai keberlanjutannya 
(Berardi, 2015). Penilaian keberlanjutan didefinisikan sebagai 
proses mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi 

potensi dampak dari berbagai inisiatif dan alternatif (Devuyst, 
2000). Upaya global untuk menyusun berbagai alat penilaian 
keberlanjutan telah meningkatkan jumlah skema baru yang 
diperkenalkan di tingkat nasional dan internasional, dimana 
sistem yang paling dikenal secara global adalah LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) dan 
BREEAM (Building Research Establishment Environmental 
Assessment Methodology) (Elnokaly & Vyas, 2016). LEED 
merupakan alat pendukung dan sistem penilaian berkelanjutan 
untuk membantu pengambil keputusan dalam meningkatkan 
kinerja lingkungan bangunan (Smith, 2014). Upaya untuk 
meningkatkan penilaian keberlanjutan mengarah pada 
pengembangan sistem pemeringkatan, seperti LEED-ND, 
yang didedikasikan untuk proyek skala lingkungan (USGBC-b, 
2014). Sistem Informasi Geografi (SIG) dapat digunakan 
untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan 
menyediakan alat visualisasi kepada pembuat kebijakan 
dan lembaga perencanaan untuk mengelola pertumbuhan 
dan perubahan. Selain itu, alat ini dapat membantu dalam 
perencanaan proyek dengan memberikan perencanaan proyek 
secara rinci, yang memiliki banyak komponen ruang, dimana 
analisis masalah diperlukan sebelum memulai proyek (Băneş 
et al., 2010). GIS juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi 
distribusi spasial kebutuhan pembangunan lingkungan, 
yang dapat membantu dalam pengembangan rencana 
pembangunan berkelanjutan (Campagna, 2006).

Segnita & Handayani (2017) telah melakukan pengukuran 
mixed-use di Kota Semarang tentang indeks entropi, 
dimana teknik ini biasanya digunakan dalam mengukur 
keanekaragaman hayati dan ekologi wilayah. Teknik entropi 
yang digunakan pada penelitian tersebut hanya berfokus pada 
jumlah kategori penggunaan lahan tanpa memperhatikan 
distribusi spasial dari penggunaan lahan tersebut sehingga 
validasi dari hasil analisis entropi dengan distribusi penggunaan 
lahan yang berbeda akan memiliki indeks entropi yang sama. 
Selain itu, konsep mixed-use yang merupakan konsep yang 
digunakan untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan 
juga tidak dapat dilihat pada metode tersebut. Oleh karena 
itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur 
derajat mixed-use di Kota Semarang mengacu dari (Abdullahi 
et al., 2015) untuk menghasilkan wilayah dengan derajat 
mixed-use tertinggi. Kemudian, dilanjutkan dengan mengukur 
tingkat keberlanjutan dari wilayah dengan derajat mixed-use 
tertinggi menggunakan alat LEED-ND yang mengacu pada 
penelitian sebelumnya oleh (Pedro et al., 2018), sehingga bisa 
didapatkan pengukuran drajat mixed-use dan analisis peforma 
keberlanjutan dari pembangunan mixed-use dalam bentuk 
secara spasial di Kota Semarang. (1)

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 dengan 

menggunakan 2 jenis lingkup penelitian yaitu lingkup makro 
dan lingkup mikro. Pada lingkup makro penelitian akan 
dilakukan di Kota Semarang, pemilihan Kota Semarang 
didasarkan dengan statusnya sebagai ibukota Jawa Tengah 
serta kondisinya sebagai salah satu kota metropolitan di 
Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah 
data sekunder yang didapatkan melalui instansi terkait di Kota 
Semarang misalnya penggunaan lahan Kota Semarang dan 
juga data kondisi lapangan yang didapatkan melalui Google 
Earth Pro. 

Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km². 
Secara geografis, kota ini terletak di pantai utara Jawa Tengah, 
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tepatnya pada garis 6°, 5’ s/d 7°, 10’ Lintang Selatan dan 110°, 
35’ Bujur Timur (Badan Pusat Statistik, 2023). Batas-batas 
wilayah administratifnya adalah Kabupaten Demak di sebelah 
timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten 
Kendal di sebelah barat, dan Laut Jawa di sebelah utara. Adapun 
untuk ruang lingkup mikro yang akan digunakan dalam 
penelitian ini akan berbasis dari pengukuran mixed-use, dan 
dilakukan pada lingkup Kecamatan, dengan dipilihnya ruang 
lingkup mikro berbasis pengukuran mixed-use ini diharapkan 
dapat menjadi contoh dan sebagai evaluasi bagaimana tingkat 
keberlanjutan mixed-use yang diterapkan di Kota Semarang. 
Berikut ini adalah kerangka analisis penelitian yang akan 
dilakukan peneliti (lihat Gambar 1.).

Pengukuran Mixed-use
Metode pengukuran mixed-use yang digunakan dalam 

penelitian ini mengacu pada (Abdullahi et al., 2015) yang 
melakukan analisis penggunaan campuran pada Kota 
Kajang Malaysia, proses pertama kali pada pengukuran 
mixed-use mengekstraksi setiap tipe penggunaan lahan dari 
peta penggunaan lahan Kota Semarang (Gambar 2.). Tipe 
penggunaan lahan kemudian diekspor ke lapisan terpisah dan 
dikonversi ke format raster menggunakan perangkat lunak 
ArcGIS. Analisis kedekatan setiap tipe penggunaan lahan 
dilakukan secara terpisah menggunakan alat jarak Euclidean 
dalam perangkat lunak ArcGIS (Tayyebi et al., 2011). Setiap 
peta kedekatan kemudian dikategorikan ke dalam lima kelas. 

Gambar 1. Kerangka Penelitian (Sumber: Analisis Penulis, 2023)

Gambar 2. Peta Penggunaan Lahan Kota (Sumber: Analisis Penulis, 2023)
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Dengan cara ini, semua piksel area penelitian di setiap peta 
kedekatan diberi skor dalam rentang 1 hingga 5 (lima sebagai 
piksel terdekat dan satu sebagai piksel terjauh). Akhirnya, 
semua lima peta kedekatan digabungkan dengan bobot yang 
sama untuk menyoroti piksel dengan kedekatan lebih banyak 
ke penggunaan lahan. Peta output menunjukkan piksel dalam 
rentang 5 (piksel penggunaan lahan tunggal) hingga 25 (piksel 

penggunaan lahan campuran). Proses ini menunjukkan 
lingkungan dengan keanekaragaman penggunaan lahan 
yang lebih tinggi (piksel dengan nilai dekat dengan 25) dan 
area dengan keanekaragaman penggunaan lahan yang lebih 
rendah (piksel dengan nilai dekat dengan 5). Hasilnya dapat 
diklasifikasikan dengan menggunakan berbagai teknik 
klasifikasi sesuai dengan persyaratan penelitian. Dalam studi 

Gambar 3. Model builder pengolahan data penggunaan lahan Kota Semarang (Sumber: Analisis Penulis, 2023)
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ini, klasifikasi pemecah alami dilakukan untuk mengekstrak 
area dengan penggunaan lahan campuran terbanyak (Rohde et 
al., 2006; Tang et al., 2006), dengan rincian skor 5 (keragaman 
sangat tinggi), skor 4 (keragaman tinggi), skor 3 (keragaman 
sedang), skor 2 (keragaman cukup), dan skor 1 (keragaman 
rendah). Jenis klasifikasi lainnya, seperti kuantil dan interval 
yang sama, memaksa nilai data untuk membuat kelompok 
dengan luas atau rentang yang sama sementara pemecah 
alami mempertahankan batas dengan lonjakan besar dalam 
nilai data. Pada penelitian ini bahan yang digunakan ialah peta 
penggunaan lahan Kota Semarang (lihat pada Gambar 2.) yang 
didapatkan dari Badan Perencanaan Daerah Kota Semarang, 
dan selanjutnya diklasifikasikan menjadi 9 penggunaan lahan 
utama meliputi industri, institusi, perdagangan dan jasa, 
pertanian, perumahan, rekreasi, ruang terbuka, sarana dan 
prasarana, serta transportasi.

Pengukuran LEED
Perencanaan dengan pendekatan mixed-use dapat 

membantu mencapai tujuan keberlanjutan terkait kepadatan, 

campuran penggunaan lahan, infrastruktur atau konektivitas 
transportasi, dan kualitas desain (Khatibi et al., 2023). 
Penilaian berkelanjutan untuk kawasan mixed-use melibatkan 
evaluasi desain dan perencanaan kawasan untuk memastikan 
bahwa kawasan tersebut memenuhi kebutuhan penghuninya 
sekaligus mendorong keberlanjutan (Salami et al., 2021). 
LEED adalah program sertifikasi bangunan ramah lingkungan 
yang diakui secara luas dan menetapkan standar praktik 
bangunan berkelanjutan yang selaras dengan beberapa tujuan 
pembangunan berkelanjutan PBB, khususnya tujuan 11 (Kota 
dan Komunitas Berkelanjutan) dan tujuan 13 (Aksi Iklim) 
(Goubran et al., 2022). (2)

Penilaian secara spasial LEED mengadaptasi dari (Pedro et 
al., 2018) seperti yang dijabarkan pada Gambar 3. Unit analisis 
yang digunakan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu section 
(bagian) dan subsection (subbagian). Standar dari penilaian ini 
memiliki ukuran maksimal 1,2 km2 dikarenakan jika melebihi 
luas tersebut akan sulit untuk dilakukan penilaian LEED-ND 
(Pedro et al., 2018; USGBC-b, 2014). Lingkup section berada 
di hasil pengukuran derajat mixed-use tertinggi di Kota 

Gambar 4. Kerangka Analisis Penilaian LEED (Sumber: Dimodifikasi dari Pedro et al., 2018)

Gambar 5. Diagram Variabel dan Sub-Variabel Penilaian LEED (Sumber: Dimodifikasi dari Pedro et al., 2018)
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Semarang sedangkan subsection dibuat berdasarkan zoning 
dari penggunaan lahan campuran di wilayah tersebut.

Pra-persyaratan dan kredit utama dalam sistem 
pemeringkatan LEED-ND dikategorikan sebagai Smart 
Location and Linkage (SLL), Neighborhood Pattern and 
Design (NPD), dan Green Infrastructure and Buildings (GIB) 
(USGBC-b, 2014). Penelitian ini menggunakan data geo-
referensi di tingkat subbagian dalam evaluasi seluruh pra-
persyaratan (Pedro et al., 2018) kecuali menggunakan GIB 
dikarenakan berada di lingkup desain interior komersial 
(USGBC-b, 2014) sehingga sulit untuk mencari data dengan 
lingkup kecil tersebut. Komponen pembentuk penilaian LEED 
terdiri dari variabel dan sub-variabel dalam memenuhi standar 
keberlanjutan yang dapat dilihat pada gambar 4.

Smart Linkage & Location (SLL)
Komponen dari SLL terdiri dari 5 variabel dan 14 sub 

variabel pembentuk sebagai komponen penilaian dari LEED 
yang akan dilakukan di Semarang Barat. Berikut ini adalah sub 
variabel dari SLL dan pra-persyaratan yang akan dilakukan 
pada penilaian LEED di kecamatan yang memiliki derajat 
mixed-use tertinggi:
•	 V1 = Green area ratio, ≤30% ruang terbuka dari total 

subsection
•	 V2 = No green areas, terdapat ruang terbuka
•	 V3 = Road density, 5 juta penduduk (Kota Metropolitan) 

= 15% (panjang jalan/luas lahan)
•	 V4 = Road distance, buffer zona 500 m untuk mencapai 

fasilitas publik
•	 V5 = No. transport point, jalur sepeda, parkir sepeda, 

stasiun pengecasan kendaraan listrik, fasilitas transit 
transportasi umum, jarak 400 m dari fasilitas

•	 V6 = Residential floor area, perhitungan FAR = > 0.5 and 
≤ 1

•	 V7 = No. non-residential units (400m), terdapat area non-
residental dengan luas 400 m buffer

•	 V8 = No. non-residential units (800m), terdapat area non-
residental dengan luas 800 m buffer

•	 V9 = No. protected areas, melindungi atau memulihkan 
sebagian dari lokasi proyek yang luasnya minimal 30% 
dari total luas lokasi

•	 V10 = Level of flood risk, terdapat fasilitas pengurangan 
dampak banjir di lokasi untuk mengurangi kuantitas dan 
meningkatkan kualitas limpasan air

•	 V11 = No. drainage systems, terdapat fasilitas stormwater 
management (rain garden, permeabel pavement, drainase 
terbuka-tertutup)

•	 V12 = Urban rehabilitation areas, terdapat area yang telah 
direhabilitasi sebelum dan setelah proyek pembangunan

•	 V13 = No. of emergency facilities, rumah sakit, pusat 
operasi darurat, gedung atau bagian bangunan yang 
ditetapkan sebagai tempat penampungan darurat, fasilitas 
pengolahan air dan limbah, serta kantor pemadam 
kebakaran dan polisi

•	 V14 = Parking lots, minimal terdapat 70% on-street 
parking sepanjang jalan (jalan untuk parkir/jalan total) 
dengan batas 7 meter dari gang dan persimpangan

Neighborhood Pattern & Design (NPD)
Komponen dari NPD terdiri dari 3 variabel dan 6 sub 

variabel pembentuk sebagai komponen penilaian dari LEED 

yang akan dilakukan di Semarang Barat. Berikut ini adalah sub 
variabel dari NPD dan pra-persyaratan yang akan dilakukan 
pada penilaian LEED di Kecamatan Semarang Barat:
•	 V15 = No. Historical zones, terdapat zona historical yang 

terjaga
•	 V16 = Average street to centerline, total minimal street 

dan sidewalks
•	 V17 = Min street to centerline, minimal 90 cm lebar jalan 

setiap 30 cm tinggi bangunan
•	 V18 = Min street to centerline (sidewalks), minimal 10 

feet (3 meter) di area mixed-use dan 5 feet (1.5 meter) di 
area blok lainnya

•	 V19 = Residental density, jumlah rumah/hektar => 10 
and ≤ 13

•	 V20 = Non Residental density, perhitungan FAR => 0.75 
and ≤ 1.0

Pada tahap kompilasi, data yang diperlukan untuk 
penilaian keberlanjutan dikumpulkan dan diproses dengan 
dukungan perangkat lunak ArcGIS untuk melakukan 
penghitungan dan pengukuran pada peta elemen yang 
direferensikan secara geografis (Pedro et al., 2018). Data 
georeferensi merupakan akses spasial dengan memperluas 
atribut dan konsep pemrosesan sebagai penyimpanan 
sekunder (Otepka et al., 2013) sehingga dapat diperoleh 
melalui platform maps dan google earth  (Ekowati et al., 
2022) untuk melihat kondisi fisik lingkungan wilayah studi 
dalam penilaian LEED tersebut. Komponen penilaian SLL 
disesuaikan dengan pra-persyaratan penilaian LEED yang 
dapat dijabarkan pada gambar. 5. sebagaimana terdiri dari 
PR1 sampai PR5. Penilaian ini berfokus pada mengenai 
aspek lokasi dan transportasi pembangunan, termasuk akses 
transportasi umum, walkability, dan bikeability (USGBC-b, 
2014). Komponen penilaian NPD tersusun dari PR6 sampai 
PR8 yang berfokus pada desain dan tata letak pembangunan, 
termasuk perpaduan penggunaan lahan, ketersediaan ruang 
terbuka, dan desain bangunan serta jalan (USGBC-a, 2014).

Penilaian pembangunan berkelanjutan dengan LEED-
ND bertujuan untuk mengidentifikasi parameter kunci dan 
intervensi prioritas wilayah perkotaan untuk penerapan strategi 
perencanaan kota berkelanjutan. Sistem pemeringkatan 
LEED-ND sangat cocok untuk analisis ini karena melibatkan 
serangkaian parameter terukur dan nilai ambang batas 
yang telah ditentukan sebelumnya untuk menilai kinerja 
keberlanjutan suatu lingkungan (Pedro et al., 2018). Fokus 
dari penelitian ini menggunakan komponen SLL dan NPD, 
dimana kredit LEED bertujuan untuk mengejar sertifikasi 
suatu proyek (USGBC-a, 2014). Menurut (Pedro et al., 2018) 
kredit tersebut dikeluarkan dari analisis ini karena tiga alasan 
utama, yaitu: kredit seringkali merupakan perpanjangan dari 
pra-persyaratan,  pada skala kota tidak mungkin mengevaluasi 
sebagian besar kredit karena memerlukan informasi yang 
sangat rinci pada tingkat bangunan, fokus pada pra-
persyaratan memungkinkan proses analisis menjadi lebih 
hemat waktu dan tidak memerlukan banyak data. 

Pra-persyaratan LEED-ND adalah standar minimum 
wajib dalam proses penilaian keberlanjutan, dan pra-
persyaratan tersebut dinilai berdasarkan variabel biner 
berbasis bukti (ya/tidak apakah memenuhi atau tidak dengan 
ketentuan standar). Skoring untuk memenuhi ambang batas 
ini dilakukan dengan beberapa kategori sebagai berikut: (ya = 
2) digunakan ketika semua kondisi pra-persyaratan terpenuhi; 
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(tidak = 0) digunakan ketika tidak ada satupun kondisi pra-
persyaratan yang terpenuhi; (netral = 1) digunakan ketika 
semua nilai di antara keduanya dianggap mempunyai dampak 
netral terhadap penilaian.

Penelitian ini menggunakan dukungan perangkat lunak 
ArcGIS untuk melakukan metode pengelompokan spasial 
Getis-Ord Gi*, juga dikenal sebagai analisis hot-spot (Longley 
& Batty, 1996 dalam Pedro et al., 2018) dengan rumus sesuai 
pada gambar 3. Alat ini mengevaluasi sejauh mana setiap 
fitur dikelilingi oleh fitur-fitur dengan nilai tinggi atau 
rendah yang serupa dalam jarak geografis tertentu. Selain 
itu, juga dapat menghitung statistik Gi* untuk setiap fitur 
dalam kumpulan data skor-z yang menunjukkan intensitas 
pengelompokan nilai tinggi atau rendah dengan menghasilkan 
skor-z (deviasi standar), nilai-p (probabilitas statistik), dan 
tingkat kepercayaan Gi_Bin (90%, 95%, 99%). Alat ini dapat 
menghasilkan zoning nilai rendah (cold spot) yang terdiri 

dari subbagian kota dengan kemungkinan lebih kecil untuk 
memenuhi seluruh pra-persyaratan yang dianalisis (skor z 
negatif kecil, nilai p tinggi, tingkat kepercayaan di atas 90%) 
sedangkan zoning signifikan dengan nilai tinggi (hotspot) 
terdiri dari subbagian kota dengan kemungkinan lebih tinggi 
untuk memenuhi seluruh pra-persyaratan yang dianalisis 
(skor z positif tinggi dan nilai p tinggi, tingkat kepercayaan di 
atas 90%). Nilai-nilai yang tersisa berhubungan dengan tidak 
adanya pengelompokan spasial (skor-z mendekati nol) (Pedro 
et al., 2018). Berikut ini merupakan langkah-langkah proses 
analisis spasial yang ditampilkan dalam ArcGIS :

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengukuran Mixed-use

Mengukur pengembangan penggunaan lahan campuran 
dengan menggabungkan peta kedekatan dari setiap jenis 
penggunaan lahan tertentu (dibuat dari alat jarak Euclidean) 

Gambar 6. Proses Analisis Spasial Penilaian LEED Pada ArcGIS (Sumber: Analisis Penulis, 2023)

(a)
(b)

Gambar 7. (a) Peta Derajat Mixed-use Kota Semarang, dan (b) Diagram Luas Derajat Mixed-use Kota Semarang 
(Sumber: Analisis Penulis, 2023)
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memiliki dua keuntungan utama: (a) evaluasi frekuensi 
penggunaan lahan yang ditemukan di lingkungan dan (b) 
kepekaan terhadap pengaturan atau pola distribusi jenis 
penggunaan lahan ini dalam batas-batas Kota Semarang 
(Abdullahi et al., 2015). Proses ini dapat dimodifikasi 
berdasarkan perspektif yang berbeda dari pengukuran 
campuran penggunaan lahan, seperti mengukur keragaman 
penggunaan lahan kota sehubungan dengan lingkungan 
perumahan atau termasuk proporsi frekuensi penggunaan 
lahan di setiap kabupaten atau zona wilayah studi. 

Oleh karena itu, proses ini dapat diimplementasikan 
untuk pengukuran bauran penggunaan lahan berdasarkan 
tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 6. Kelas 1 (nilai piksel dari 0 hingga 
5) menunjukkan area yang memiliki skor 1 (atau mendekati 
1) di setiap peta kedekatan. Piksel ini mewakili area yang jauh 
dari jenis penggunaan lahan yang ditentukan, yang terletak di 
kelas terjauh dari peta kedekatan. Akibatnya, jumlah lima peta 
kedekatan dengan nilai piksel 1 atau mendekati 1 menciptakan 
nilai piksel di dekat nilai 5 di peta output. Area-area ini 
ditampilkan dalam warna hijau; mewakili jenis penggunaan 
lahan tunggal atau campuran dari dua jenis penggunaan 
lahan. legenda gambar 7. menunjukkan bahwa nilai piksel 
meningkat hingga maksimum 25, piksel ini menunjukkan 
area di dekat berbagai jenis penggunaan lahan, yang terletak di 
kelas terdekat (kelas dengan skor 5) di semua peta kedekatan. 
Oleh karena itu, daerah-daerah ini memiliki campuran dari 
hampir semua penggunaan lahan.

Dalam hasil pengukuran mixed-use ini merujuk pada 
gambar 7., secara umum dapat diketahui bahwa, Kota 
Semarang memiliki tingkat mixed-use yang mayoritas berniilai 
sedang hingga tinggi, dengan skor 5 (keragaman tinggi) 
memiliki total luas 4012 Ha (10,4%), skor 4 (keragaman 
cukup tinggi) memiliki total luas 22341 Ha (58,1%), skor 3 
(keragaman sedang) memiliki total luas 10345 Ha (26,9%), 
skor 2 (keragaman cukup) memiliki total luas 1408 Ha 
(3,7%), dan skor 1 (keragaman rendah) memiliki total luas 
376 Ha (1%). Jika melihat dari persebarannya dapat diketahui 
bahwa derajat mixed-use tertinggi ada pada pusat pusat Kota 
Semarang, utamanya pada Kecamatan Semarang Tengah, 

Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Selatan, 
dan Kecamatan Ngaliyan, derajat mixed-use rendah berada 
pada pinggiran Kota Semarang seperti Kecamatan Mijen 
hal ini sejalan dengan teori mixed-use yang melibatkan 
penggabungan tempat tinggal, komersial, dan fasilitas umum 
dalam satu area yang sama (Hoppenbrouwer & Louw, 2005). 
Dengan tujuan keberagaman fungsi penggunaan lahan 
dalam kawasan perkotaan, yang pada umumnya akan sangat 
berkembang pada vitalitas perkotaan yang tinggi terutama 
pada pusat kota (Hoppenbrouwer & Louw, 2005). Hal ini juga 
menjadi bukti tingginya interaksi serta kedekatan penggunaan 
lahan yang terpusast pada inti atau core di Kota Semarang.

Selanjutnya pada level mikro atau pada lingkup 
Kecamatan, Kecamatan dengan keanekaragaman penggunaan 
lahan tertinggi adalah Kecamatan Semarang Barat yang 
mencapai 1054 Ha pada skor 5 dan 987 Ha pada skor 4, hal ini 
tentu dipengaruhi oleh perkembangan Kecamatan Semarang 
Barat yang cukup intens, dengan adanya bandara, pusat 
perbelanjaan, wisata, dst. Dengan perkembangan serta tingkat 
mixed-use ini Kecamatan Semarang Barat akan menjadi ruang 
lingkup mikro pada penelitian ini, akan dilakukan penilaian 
tingkat keberlanjutan dengan mengunakan metode LEED 
(lihat Gambar 8.).

Pada bagian selanjutnya, Kecamatan Semarang Barat 
yang dipilih sebagai ruang lingkup mikro untuk dilakukan 
penilaian LEED. Kecamatan Semarang Barat pada alat 
ukur LEED merupakan lingkup section yang akan dibagi 
ke dalam lingkup lebih kecil lagi dengan zoning kawasan 
berdasarkan garis administrasi kecamatan. Penentuan zoning 
ini berdasarkan pada drajat mix-used dengan digitasi melalui 
google earth pada aplikasi Sistem Informasi Geografi (SIG). 
Hasil dari zoning ini berupa 89 buah subsection yang nantinya 
akan dilakukan penilaian lanjutan dari LEED. Setelah proses 
zoning, dilakukan survei sekunder pada Kecamatan Semarang 
Barat untuk melihat kondisi fisik lingkungan yang sudah 
memenuhi pra-persyaratan penilaian LEED. Survei sekunder 
dengan bantuan google maps dan google earth ini digunakan 
untuk melihat aspek pembentuk penilaian LEED dilanjutkan 
dengan proses analisis spasial ArcGis untuk ditampilkan hasil 
penilaian tersebut.

(a) (b)
Gambar 8. (a) Peta Derajat Mixed-use Semarang Barat, dan (b) Diagram Luas Derajat Mixed-use Kecamatan Semarang 

(Sumber: Analisis Penulis, 2023)
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Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa hasil pemetaan spasial 
penilaian pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan 
LEED dikategorikan ke dalam jenis derajat SLL dan NPD 
pada gambar 10. dan 11. LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) adalah sistem pemeringkatan 
untuk mengevaluasi kinerja lingkungan suatu bangunan 
dan mendorong desain berkelanjutan. Hasil penelitian ini 
menggunakan penilaian SLL dan NPD, dimana hasil dari 
kedua komponen ini menunjukkan tingkat mengkhawatirkan. 
Kecamatan Semarang Barat yang memiliki tingkat 
penggunaan campuran (mixed-use) tertinggi ternyata masih 
memiliki tingkat penilaian berkelanjutan yang rendah, dengan 
hanya ditemukan tingkat keberlanjutan pada SLL sebesar 6% 
dan NPD sebesar 15%. Hal ini memiliki persamaan dengan 
penelitian oleh Pedro et al., (2018), dimana Kota Lisbon 
memiliki tingkat keberlanjutan NPD yang cukup rendah 
sebesar 21% meskipun memiliki beberapa pengembangan 
mixed-use yang terletak di posisi sentral dan eksklusif kota 
(Sierra Sonae, 2023).

Kecamatan Semarang Barat memiliki drajat SLL penilaian 
LEED dengan jumlah 52 subsection dibawah 0; 32 subsection 
diantara 0-2; dan 5 subsection di atas 2. Wilayah yang memenuhi 
standar pra-persyaratan penilaian SLL berada di sebagian 
zoning di Kelurahan Tawangmas dan Tawangsari sedangkan 
zoning yang berada di pusat jalan utama belum memenuhi 
standar pra-persyaratan tersebut. Hal ini menunjukkan masih 
rendahnya kinerja fisik lingkungan dan bangunan di kawasan 
dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Sebagian 
besar variabel dalam penilaian SLL ini mempunyai nilai yang 
rendah, terutama variabel PR1 Smart Location dan PR5 Flood 
Avoidance mendominasi kontribusi terhadap rendahnya 
penilaian SLL di wilayah Semarang Barat sehingga diperlukan 
perhatian penting dalam mencapai standar minimum 
pembangunan berkelanjutan.

Fungsi dari variabel PR1 Smart Location sebagai 
pendorong pembangunan di dalam dan di sekitar komunitas 
yang memiliki infrastruktur angkutan umum sehingga 
dapat mengurangi perjalanan kendaraan dan jarak tempuh 
kendaraan. Selain itu, variabel ini menjadi faktor pendorong 

Gambar 9. Subsection Wilayah Studi Semarang Barat (Sumber: Analisis Penulis, 2023)

(a)

(b)

(c)
Gambar 10. (a) Penilaian LEED SLL Semarang Barat, (b) Diagram Hasil Pengolahan Variabel Penilaian LEED, (c) Diagram 

Jumlah Subsection Penilaian LEED SLL (Sumber: Analisis Penulis, 2023)
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perbaikan dan pembangunan kembali kota-kota, pinggiran 
kota, dan kota-kota kecil yang ada dengan membatasi 
perluasan jejak pembangunan di wilayah tersebut. Pada faktor 
kesehatan, variabel ini dapat mendorong aktivitas fisik sehari-
hari yang berhubungan dengan berjalan kaki dan bersepeda 
(USGBC-a, 2014; USGBC-b, 2014). Strategi dalam menangani 
variabel PR1 Smart Location dapat dilakukan dengan 
penyediaan jalur sepeda dan fasilitas parkir sepeda sebagai 
bentuk peningkatan faktor kesehatan masyarakat, dimana 
utilitas ini belum dimiliki di Kecamatan Semarang Barat. Pada 
penelitian (Pedro et al., 2018), strategi yang dapat dilakukan 
dengan adanya penambahan fasilitas transit transportasi 
umum untuk meningkatkan jangkauan pelayanannya 
dikarenakan terdapat beberapa daerah yang belum terjangkau 
halte di Kecamatan Semarang Barat. Kemudian, untuk variabel 
PR5 Flood Avoidance pada penelitian sebelumnya oleh (Pedro 
et al., 2018) di Kota Lisbon dengan mempertimbangkan 
strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai pra-persyaratan 
LEED dengan meningkatkan dan memperluas infrastruktur 
drainase dan meningkatkan jumlah fasilitas darurat (misalnya 
rumah sakit, pemadam kebakaran, polisi) sehingga dapat 
meminimalisir terjadinya timbulnya bencana banjir. (4)

Selanjutnya, Kecamatan Semarang Barat memiliki drajat 
NPD penilaian LEED dengan jumlah 38 subsection dibawah 
0; 36 subsection diantara 0-2; dan 15 subsection di atas 2. 
Wilayah yang memenuhi standar pra-persyaratan penilaian 
SLL berada di sebagian zoning di Kelurahan Kalibanteng 
Kidul, Kalibanteng Kulon, Gisikdrono, dan Salaman Mloyo 
sedangkan zoning yang berada di utara dengan penggunaan 
lahannya yaitu bandara dan selatan belum memenuhi 
standar pra-persyaratan tersebut. Meskipun memiliki rasio 
angka yang lebih tinggi dibandingkan penilaian SLL tetapi 
masih memiliki tingkat keberlanjutan yang rendah. Hal ini 
dikarenakan variabel PR6 Walkable Street dan PR7 Compact 
Development memiliki tingkat yang cukup rendah sehingga 
menjadi fokus perhatian dalam melaksanakan pembangunan 
berkelanjutan di masa depan. Fungsi dari variabel PR6 
Walkable Street sebagai peningkatan efisiensi transportasi 
dan mengurangi jarak tempuh kendaraan sehingga dapat 
meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menyediakan 
lingkungan jalan yang aman, menarik, nyaman, mendorong 

aktivitas fisik sehari-hari, dan menghindari cedera pejalan 
kaki. Fungsi dari variabel PR7 Compact Development dapat 
meningkatkan kelayakan huni, kemudahan berjalan kaki, 
dan efisiensi transportasi serta mengurangi jarak tempuh 
kendaraan sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat 
dengan mendorong aktivitas fisik sehari-hari (USGBC-a, 
2014; USGBC-b, 2014). 

Kondisi keberlanjutan Kecamatan Semarang Barat 
memerlukan strategi pembangunan kembali dengan 
mendorong kawasan perkotaan yang lebih kompak dan 
memadukan kawasan hunian dan non hunian dengan 
menargetkan kawasan dengan kinerja rendah sebagaimana 
yang dijelaskan pada penelitian sebelumnya oleh (Pedro 
et al., 2018), dimana strategi ini dapat dicapai melalui 
peningkatan kepadatan bangunan, keberagaman pengguna, 
dan aksesibilitas transportasi umum. Dengan demikian, perlu 
menjadi perhatian khusus pada perencanaan pembangunan 
berdasarkan tingkat variabel tersebut untuk mencapai standar 
pra-persyaratan penilaian LEED untuk keberlanjutan di 
Kecamatan Semarang Barat. (4)

KESIMPULAN
Berdasarkan pengukuran mixed-use di Kota Semarang, 

didapatkan hasil bahwa memiliki tingkat mixed-use yang 
mayoritas bernilai sedang hingga tinggi. Hal ini didasarkan 
oleh kedekatan dan juga distribusi spasial dari penggunaan 
lahan (3), adapun untuk penilaian keberlanjutan dari mixed-
use yang didasarkan penilaian LEED (sebuah alat untuk 
mengukur kualitas keberlanjutan  terhadap lingkungan dalam 
lingkup bangunan menuju komunitas) dengan mengambil satu 
wilayah mikro dengan derajat mixed use paling tinggi yaitu 
Kecamatan Semarang Barat. Menunjukkan bahwa Kecamatan 
Semarang Barat memiliki nilai keberlanjutan yang cukup 
rendah pada aspek SLL dan NPD, dimana aspek ini menjadi 
pra-persyaratan penilaian LEED dalam penelitian ini. Setelah 
dilakukannya penilaian aspek SLL, Kecamatan Semarang 
Barat memerlukan perhatian khusus berada pada variabel 
PR1 Smart Location. Pada penilaian aspek NPD, Kecamatan 
Semarang Barat juga masih belum mampu untuk memenuhi 
standar pra-persyaratan khususnya pada variabel PR6 
Walkable Street dan PR 8 Connected and Open Community. Hal 

(a) (b)
Gambar 11. (a) Penilaian LEED NPD Semarang Barat, (b) Diagram Jumlah Subsection Penilaian LEED SLL

(Sumber: Analisis Penulis, 2023)
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ini sejalan dengan dokumen USGBC-a, (2014) dan USGBC-b, 
(2014) bahwa pemenuhan pra-persyaratan harus dipenuhi 
untuk mencapai keberlanjutan dari kondisi Semarang Barat. 
Dengan demikian, dalam kasus Kecamatan Semarang Barat, 
pola pergerakan manusia dan moda transportasi manjadi 
komponen penting dalam mencapai standar pra-persyaratan 
penilaian LEED. Secara keseluruhan, unsur pergerakan 
menjadi perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan 
di Kecamatan Semarang Barat untuk mencapai standar pra-
persyaratan LEED dalam pembangunan berkelanjutan di 
wilayah tersebut. (3)

Penilaian dari LEED yang dilakukan pada penelitian ini 
berbasiskan data sekunder untuk melihat bagaimana kondisi 
fisik dari Semarang Barat mampu memenuhi pra-persyaratan 
penilaian LEED tersebut. Data sekunder memiliki batasan 
terhadap keterbaruan data yang tersedia saat ini sehingga 
menjadi rekomendasi pada penelitian selanjutnya untuk 
mendapatkan data yang lebih terbaru mengingat detail 
dari masing-masing variabel dan sub-variabel penilaian 
LEED berpengaruh besar pada hasil nilai skoring pada pra-
persyaratan penilaian LEED. Oleh karena itu, perlu adanya 
data primer pada peneliti untuk melakukan survei secara 
langsung melihat kondisi fisik di wilayah yang akan dijadikan 
sebagai tujuan penelitian.
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